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BAGIAN |
PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan

tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi
adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi
demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana
kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-
wakil yang mereka pilih di bawah system pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa
unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan
secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang
bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di
atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek

dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang Panjang dan berliku.

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan
kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana
keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat
bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini, mengizinkan
seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara
langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Negara
Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah bisa
melangsungkan pemilihan presiden, anggota legeslatif, dan kepala daerah secara langsung.
Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintah pusat. Demi
menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan yang semakin adil
bisa dirasakan, setelah penerapan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan aktif dalam
memilih wakil, dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan
kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga Indonesia. Dalam mewujudkan negara yang
Demorasi dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi
rakyat.

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem
pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang secara dewasa sejak

terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang.Para tokoh pendiri bangsa pada masa itu
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memang sudah memilih sistemdemokrasi sebagai alat untuk mengatur sistem pemerintahan

negara. Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka tidak
heran jika pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami
proses pergantian sistem demokrasi. Diantaranya sistem demokrasi parlementer dan sistem

demokrasi terpemimpin.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan
menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang
demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.
Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah
sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang
bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu
Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR,
DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan
politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-
Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan
umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk
pemilihan umum, yaitu :

Sudah genap berumur 17 tahun dana atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17
tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan Republik Indonesia yang telah mencapai
umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan
masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan

anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut

1. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara

langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada

perantara.
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2. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenubhi

persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan,
pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada
pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa
aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rabhasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya.
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh
orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga
bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu merupakan instrument demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional
maupun di daerah, serta wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara
langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas, dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan
kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara pemilu yang independen,
professional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi
aktif masyarakat, proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus
berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundangundangan, serta

dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan Penguatan
kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan dengan
kewenangan memutus terhadap sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi.
Bawaslu dalam kewenangan dan penguatan kelembagaan yang dimandatkan oleh undang-
udang harus mampu diimplementasikan dalam kerja-kerja pengawasan pemilu demi

terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
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BAGIAN I

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI HUKUM,
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DATA
INFORMASI

Dalam pengelolaan organisasi termasuk juga lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota perlu didukung dengan sistem pengelolaan atau pengorganisasian
yang baik. Fungsi pengorganisasian, selain berdimensi harmonisasi atas berbagai antar
individu atau kelompok juga berdimensi mempertemukan kepentingan-kepentingan individu
maupun kelompok serta mengarahkan kepada tujuan kelembagaan. Dengan demikian fungsi
pengorganisasian bertujuan menggerakkan ketercapaian tujuan. Dengan demikian, jabatan
Ketua dalam kelembagaan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki
peranan penting selain menjaga harmonisasi antar kepentingan setiap anggota juga bertujuan
untuk mengarahkan kepada tujuan lembaga sebagaimana mandat Undang -Undang.

Pola Hubungan Bawaslu diatur dalam Perbawslu 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan wuraian di atas, Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan kapasitas
kelembagaannya yang meyangkut ruang lingkup tugas dan kedudukan sesuai dengan kondisi
demografis di masing-masing adalah Bawaslu Provinsi yang memiliki 5 (lima) anggota yang
dalam Pasal 13 ayat 1 Huruf a disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah
anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :

1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
Divisi Penanganan Pelanggaran;

Divisi penyelesaian Sengketa; dan

OIS LSS

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
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Dalam pelaksanaan kelembagaan Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan

fungsi :

a. Advokasi dan pendampingan hukum;

b. Penyiapan analisis dan kajian hukum;

c. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

d. Koordinasiinternal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam :

1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil
Pemilihan;

2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan

3. Pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;

e. Hubungan masyarakat;

f.  Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;

g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat,
pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;

h. Pemantauan dan evaluasi; dan

Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir
Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
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BAGIAN lli
CAPAIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM KERJA KEHUMASAN

Program kerja kehumasan Bawaslu Provinsi Riau memiliki kaitan erat dengan misi Bawaslu
dalam meningkatkan pengawasan pertisipatif oleh masyarakat, serta membangun citra
lembaga di masyarakat, terdapat beberapa program kerja Kehumasan di Bawaslu Provinsi

Riau, yaitu :

Dalam melakukan pengelolaan kehumasan di Bawaslu Provinsi Riau, bidang kehumasan
menjadi sentral dalam memberikan informasi kepada masyarakat, untuk menyampaikan

kinerja dan keterbukaan informasi melalui media, baik itu media internal maupun eksternal.

Humas dan media massa sangat berkaitan erat didalam menyampaikan informasi pada
masyrakat. Keduanya, berfungsi membentuk nilai berita dimata publik, media massa
mengarahkan nilai berita tersebut pada kepentingan masyrakat sedangkan humas
mengarahkannya kepada kepentingan lembaga. Opini yang berkembang dimasyrakat dan
mempengaruhi cara media atau humas berkomunikasi. Sebaliknya, komunikasi yang

dilakukan media atau humas juga bisa mempengaruhi opini yang berkembang di masyarakat.

Dalam membangun hubungan eksternal, sejak tahun 2017 Bawaslu Provinsi Riau telah
membuat suatu Group Whatsapp “Wartawan Sahabat Bawaslu” yang terdiri dari wartawan-

wartawan yang berada di wilayah Provinsi Riau.

¢ WARTAWAN SAHABAT BAWA

B Bawaslu Risy Raih Penghargasn
Mn-mvmml—

Bawashs Riau Raih Penghargaan Upload
'«h«i Nas: ml Tohun ?070
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Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Riau telah membangun koordinasi
dengan beberapa media yang ada di wilayah Provinsi Riau, baik itu Media Cetak,

Media Online, Radio maupun Televisi.

Media Cetak

Pekanbaru Pos

Tribun Pekanbaru

Koran Riau

Tabloid Genta

Koran MX

Goriau.com

Metro terkini

JawaPos

Riau Pos

Haluan Riau

Tribune

Media Lintas Indonesia

Media Online
Berita Riau.Com Riau book.com Berita Riau24.com
intermezo.com
Antara Riau Book.Com Lancang Topiknews
Kuning.com
Merdeka.com Seriau.co Lamanriau Metro Riau
Haluan Riau Segmen News Okezone.com Suara aktual.co
Utusan Melayu Harian Analisa Riaul2.com Suluh Riau
Suara Suarapersada.com Gaungriau.com Metro
Kampar.Com Terkini.com
Riau Terkini Oketime.com Gatra.com Bermada.com
Riau Mandiri Media Laskar.Com Bingkai Riau Kanal
Sumatra.Co
Bertuah riau.co Beritariau.com Goriau.com Detak

Indonesia.com

Riau
Tribune.Com

Cakaplah.Com

Radio mentari indra

Riau Book.com
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Riau antara.com

Bingkai Riau

Remahan.com

riaubook.com

Ridar News.com Utusan Melayu Riaul.com Riaupublik.com
Mic Riau Cakaplah.com Suara persada Riaubertuah.id
Riaukepri.com Hallo Riau Pilar Bangsa Riau Terkini
Suluh Riau Intermezo Kabar Daerah Riaubook.com
Medialaskar.co Riau24.com TransRiau gaung riau.com /
m matapers
oketimes Inforiau Koran Riau Suara aktual.co
Detak satu.com Kanal Sumatera Haluan Riau desariau.com
Riaueditor Detik.com Detak lamanriau.com
Indonesia.co.id
Harian Riau Gagasan riau.antaranews.co Harian.analisadai
m ly.com/
kanalriau.com
Suara Persada
TELEVISI RADIO

Trans Riau Radio Republik Indonesia
Chanel 19 (RRI)
Metro TV Radio Mentari Indra

TVRI

Net TV

Trans7

RTV

KompasTV

Indosiar

iNews

SCTV

MNC TV

TV One

Ceria TV

Esa TV

PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI

Selain membangun hubungan masyarakat dan Media, Kehumasan Bawaslu Provinsi Riau

juga menjalankan tugas kehumasan internal dengan melakukan pemberitaan dan publikasi

melalui media baik website dan media social lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter

dan Youtube.

JI. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru City, Riau 28215
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Dalam melakukan pemberitaan, Bawaslu Provinsi Riau memiliki Tim Website yang terdiri dari

5 (Lima) Orang Penulis Berita, 5 (Lima) Orang Editor, 1 (satu) Orang Admin website, dan 1
(satu) orang website developer. Redaktur tim pemberitaan/website ini langsung ditangani oleh
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau, sedangkan

penanggungjawab adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.

Pada Tahun 2021, Tim Website/Pemberitaan Bawaslu Provinsi Riau telah menerbitkan 67
Berita, dibandingkan tahun 2020 tim website/pemberitaan menerbitkan 136 berita. Selain tim
website/pemberitaan di Bawaslu Provinsi Riau, seluruh Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi

Riau juga melakukan pemberitaan secara mandiri, dengan data sebagai berikut :

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN
BAWASLU PROVINSI RIAU
TAHUN 2020
—&— Website —l—Facebook =—#&—Twitter ==¢=Instagram ==¥—Youtube
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Tahun 2020
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m Website 110 150 289 214 165 136 197 101 121 104 163 108
B Facebook 127 279 432 222 568 345 707 239 285 135 315 595
M Instagram 41 215 257 334 568 308 261 4 219 118 308 242
W Twitter 23 207 316 151 568 205 653 94 0 23 69 58
M Youtube 9 10 12 34 0 11 20 6 0 8 35 28
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W Website
1 Facebook
1 Instagram
Twitter
mYoutube

Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu

Provinsi

67
59
E]
124
17

Publikasi dan Pemberitaan
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021

Pekanbaru

18
137
117
51
1

Kampar

43
276
81
102
1

Rokan Hulu

@ riaubawastu.god

104

112

1
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1
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Dumai

32

186

182
0
6

Siak
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Bengkalis
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PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL i

Rabu, Januari 5, 2022 Terbaru: Pengawas Pemilu B f v G+ B ® @

§ grawasty &7@“ & & oL
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Website Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2021 dikelola secara mandiri oleh bagian humas,

dengan link https://riau.bawaslu.go.id/ , selama tahun 2021 website telah dikunjungi sebanyak

6.838 (Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) Pengunjung.

Daftar link website resmi Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu se-Provinsi Riau :

NO BAWASLU KABUPATEN/KOTA WEBSITE
1 Kota Pekanbaru https://pekanbaru.bawaslu.go.id/
2 Kabupaten Kampar https://kampar.bawaslu.go.id/
3 Kabupaten Rokan Hulu https://rokanhulu.bawaslu.go.id/
4 Kabupaten Rokan Hilir https://rokanhilir.bawaslu.go.id/
5 Kota Dumai https://dumai.bawaslu.go.id/
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https://riau.bawaslu.go.id/
https://pekanbaru.bawaslu.go.id/
https://kampar.bawaslu.go.id/
https://rokanhulu.bawaslu.go.id/
https://rokanhilir.bawaslu.go.id/
https://dumai.bawaslu.go.id/

6 Kabupaten Siak https://siak.bawaslu.go.id/ -

7 Kabupaten Bengkalis https://bengkalis.bawaslu.go.id/

8 Kab. Kepulauan Meranti http://meranti.bawaslu.go.id/ i
9 Kabupaten Pelalawan https://pelalawan.bawaslu.go.id/

10 Kabupaten Indragiri Hulu https://indragirihulu.bawaslu.go.id/

11 Kabupaten Kuantan Singingi https://kuansing.bawaslu.go.id/

12 Kabupaten Indragiri Hilir https://indragirihilir.bawaslu.go.id

Mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi, Bawaslu Provinsi Riau
menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Melalui media sosial,
Bawaslu Provinsi Riau menyebarluaskan Informasi mengenai kegiatan kelembagaan yang
dilakukan Bawaslu Provinsi Riau, dan Informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Media sosial Bawaslu Provinsi Riau yang dikelola langsung oleh bagian humas, meliputi :

K facebook

NO INSTANSI PENGIKUT/FOLLOWERS
1  Bawaslu Provinsi Riau 3.277
2  Bawaslu Kota Pekanbaru 1.006
3 Bawaslu Kota Dumai 2.095
4  Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 4,986
5 Bawaslu Kabupaten Siak 965
6  Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 1167
7  Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu 605
8 Bawaslu Kabupaten Ingradiri Hilir 1.154
9 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu 464
10 Bawaslu Kabupaten Pelalawan 1.952
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https://siak.bawaslu.go.id/
https://bengkalis.bawaslu.go.id/
http://meranti.bawaslu.go.id/
https://pelalawan.bawaslu.go.id/
https://indragirihulu.bawaslu.go.id/
https://kuansing.bawaslu.go.id/
https://indragirihilir.bawaslu.go.id/

11 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 2.310 -

12  Bawaslu Kabupaten Kampar 3.403 o
13  Bawaslu Kabupaten Bengkalis 4.919 u
twitterd
NO INSTANSI PENGIKUT/FOLLOWERS
1 Bawaslu Provinsi Riau 1.160
2 Bawaslu Kota Pekanbaru 40
3 Bawaslu Kota Dumai 0
4  Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 12
5 Bawaslu Kabupaten Siak 34
6 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 141
7  Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu 350
8 Bawaslu Kabupaten Ingradiri Hilir 76
9 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu 8
10 Bawaslu Kabupaten Pelalawan 148
11 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 44
12 Bawaslu Kabupaten Kampar 131
13 Bawaslu Kabupaten Bengkalis 172
NO INSTANSI PENGIKUT/FOLLOWERS
1 Bawaslu Provinsi Riau 2.776
2 Bawaslu Kota Pekanbaru 540
3 Bawaslu Kota Dumai 867
4  Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 655
5 Bawaslu Kabupaten Siak 636
6 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 1.449
7 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu 493
8 Bawaslu Kabupaten Ingradiri Hilir 656
9 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu 923
10 Bawaslu Kabupaten Pelalawan 523
11 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 285
12 Bawaslu Kabupaten Kampar 437
13 Bawaslu Kabupaten Bengkalis 597
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3 YouTube

NO INSTANSI SUBSCRIBE
1 Bawaslu Provinsi Riau 303
2 Bawaslu Kota Pekanbaru 17
3 Bawaslu Kota Dumai 25
4  Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 517
5 Bawaslu Kabupaten Siak 59
6 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 137
7 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu 18
8 Bawaslu Kabupaten Ingradiri Hilir 519
9 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu 104
10 Bawaslu Kabupaten Pelalawan 9
11 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 11
12 Bawaslu Kabupaten Kampar 26
13 Bawaslu Kabupaten Bengkalis 20
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KEGIATAN KEHUMASAN

Selain melakukan pengelolaan kehumasan, Bawaslu Provinsi Riau juga telah melakukan
kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalitik dalam Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi Riau

dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 15 November 2021, dimana pada kegiatan ini
peserta Bimbingan Teknis terdiri dari Tim Website/Pemberitaan Bawaslu Provinsi Riau,
Koordinator Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten/Kota, staff Kehumasan Bawaslu
Kabupaten Kota, Stakeholders yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Riau, dan
Mahasiswa lImu Komunikasi dan Sistem Informasi dari beberapa universitas dan sekolah
tinggi yang ada di wilayah Provinsi Riau. Pada kegiatan ini, Humas Bawaslu Provinsi Riau
mengundang Redaktur Riau Pos (Helfizon Assafei, S.E) dan Dosen Universitas Islam Riau (

Al Sukri, S.Sos, M.I.Kom) sebagai harasumber.
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BAGIAN IV
CAPAIAN HUKUM

Advokasi (Bantuan Hukum)

Pemberian Bantuan Hukum/Advokasi Hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi
yang dilakukan Bawaslu sebagai lembaga dan atau instansi penyelenggara Pemilu yang
diamanatkan di Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor
1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, bagian hukum Bawaslu Provinsi Riau
menyelenggarakan fungsi dan tugas dalam hal fasilitasi pendampingan hukum dan/atau
pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, namun
dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data
dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau tidak pernah mendapatkan permohonan untuk
memberikan bantuan hukum baik itu di Bawaslu Provinsi Riau maupun di Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, dalam hal melaksanakan kewajiban, Bawaslu Provinsi Riau melakukan
pendampingan hukum kepada 5 (lima) Bawaslu Kabupaten yang menjadi pemberi
keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2020 di Mahkamah
Konstitusi. 5 (lima) Kabupaten yang menjadi pemberi keterangan pada sidang PHP tahun
2020 di Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan nhomor perkara 60/PHP.BUP-XIX/2021;
Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021;
Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor perkara 85/PHP.BUP-XIX/2021;
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor perkara 95/PHP.BUP-XIX/2021;

P i

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nomor perkara 120/PHP.BUP-
XIX/2021.
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Sebagai upaya pengayaan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas bawaslu

menjelang tahapan Pemilu 2024 mendatang, dan Untuk meningkatkan kapasitas bantuan
hukum dilingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta
menyamakan pemahaman persepsi terhadap penerapan Perbawaslu Nomor 26 tahun
2018 tentang Tata cara pemberian bantuan hukum dilingkungan Bawaslu, maka Bawaslu
Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan diskusi dengan Bawaslu
Kabupan/Kota beserta Staf terkait Perbawaslu serta mensosialisasikan rencana
penyediaan layanan bantuan hukum berbasis digital, pada jum’at, 15 Oktober 2021 melalui
zoom Meeting. Output kegiatan tersebut adalah Bawaslu Provinsi Riau telah menyediakan
layanan bantuan hukum secara online melalui laman resmi Bawaslu Riau

https://riau.bawaslu.go.id/ , dan sudah bisa diakses, adapun isi layanan bantuan hukum

berupa regulasi, alur permohonan bantuan hukum dan formulir permohonan bantuan

hukum.

Kemudian, pada tanggal 09 Desember 2021 Bawaslu Riau kembali mengadakan kegiatan
Rapat Monitoring dan evaluasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian
bantuan hukum dilingkungan Bawaslu guna untuk membangun kapasitas terhadap tugas
dan fungsi Pengawas Pemilu dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk
penegakan hukum Pemilu di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada
kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Riau menekankan kepada bawaslu Kabupaten/Kota agar
memanfaatkan layanan bantuan hukum jika ada potensi permasalahan hukum yang

dihadapi oleh Pengawas Pemilu.

Tabel Kegiatan Divisi Hukum terkait Advokasi (Bantuan Hukum)

Bawaslu Provinsi Riau

No Hari/Tanggal Nama Kegiatan

Sosialisasi dan Diskusi terkait Perbawaslu

Nomor 26 Tahun 2018 serta mensosialisasikan
1 | Jumat, 15 Oktober 2021 _
rencana penyediaan layanan bantuan hukum

berbasis digital di Bawaslu Provinsi Riau
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https://riau.bawaslu.go.id/

Rapat Monitoring dan Evaluasi Perbawaslu -
2 Kamis, 09 Desember 2021 Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian

Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu

Selain itu, untuk mengaktifkan kembali fungsi advokasi di Bawaslu Provinsi Riau yang
berguna untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang dianggap berhak
untuk menerimanya, dan dapat dijadikan sebagai wadah untuk berkonsultasi dan
memberikan advokasi hukum, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk beberapa tim
bantuan hukum melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Nomor
116/HK.03/RA/10/2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi
Riau. Penetapan Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, dengan susunan sebagai
berikut:

l. Penanggung Jawab Anderson, S.Pi., M.Si
Il. Koordinator Tim Dona Donora, S.Sos., M.Si
Il Anggota Muhammad Hasanul Asy’ary, SH

Laode Muhammad Aulia, SH
Mohd. Arif Ramadhani, SH., MH
Siti Aisyah, SH

Angga Pratama, SH

M. Andi Susilawan, SH., MH
Sulaiman Fakhrur Razi, SH
Aditya Pradana, SH

Nurhuda Syah, SH

Mustagim Akbar, SH

Jeki Leonard Tampubolon, SH
Darussalim, SH., MH
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Pemberian Bantuan Hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian

bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau.
Kemudian, Bawaslu Provinsi Riau untuk kedepannya akan terus mengadakan kegiatan
baik secara tatap muka langsung maupun secara daring untuk meningkatkan kapasitas
dan kemampuan Anggota Bawaslu khususnya divisi hukum Bawaslu Provinsi Riau, karena
dalam Pemilu serentak kedepan kemungkinan akan banyak dinamika dan problematika
penegakkan hukum yang muncul.

Dalam hal memberikan pelayanan bantuan hukum bukan hanya Bawaslu Provinsi Riau
yang melakukan sosialisasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2024, melainkan Bawaslu
Kabupaten/Kota juga melakukan persiapan maupun inovasi terhadap pelayanan bantuan
hukum dimasing-masing Kabupaten/Kota. Berikut hasil rekapitulasi Bawaslu

Kabupaten/Kota terhadap pelayanan bantuan hukum.

Rekapitulasi Pelayanan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota
Tahun 2021

No Kabupaten/Kota Keterangan

Membuat Baliho/Spanduk (Sosialisasi) di Kantor
Bawaslu Kabupaten Pelalawan terkait dengan

alur permohonan bantuan hokum
1 Pelalawan

Membuat posko bantuan hukum untuk
perpanjangtangan Bawaslu Provinsi Riau terkait
pelaksanaan bantuan hokum

2 Indragiri Hilir Pembentukan SK tim bantuan hokum
. Kampar Sosialisasi kepada internél Bawaslu Kabupaten
Kampar terhadap pemberian bantuan hokum
4 Bengkalis Sosialisasi Internal
) Sosialisasi berkenaan dengan bantuan hukum
> R bagi aparatur Bawaslu Kabupaten Siak
6 Kep. Meranti Nihil
7 Pekanbaru Nihil
8 Rokan Hulu Nihil
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9 Indragiri Hulu Nihil
10 | Kuantan Singingi Nihil xs
11 Dumai Nihil
12 Rokan Hilir Nihil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jajaran Pengawas Pemilu di 12 Kabupaten/Kota
pada tahun 2021 tidak ada yang mengajukan Bantuan Hukum kepada Bawaslu Provinsi
Riau. Peningkatan bantuan hukum di Bawaslu provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota
masih bersifat sosialisasi kepada jajaran dan pembentukan tim bantuan hukum bagi

aparatur.

PENGHARGAAN INOVASI
PENINGKATAN KAPASITAS ADVOKASI HUKUM

PIAGAM PENGHARGAAN
Bawasil;l) Provmsu Riau

Advokasi Hukum Terbaik 3

i 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum,
AD g

Pada tahun 2022 Divisi Hukum, Humas dan Datin meraih penghargaan dari Bawaslu RI,
yaitu Peringkat Terbaik Il dalam Inovasi Peningkatan Kapasitas Advokasi Hukum di

Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau
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Dokumentasi Hukum (JDIH)

Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) selain sebagai

sarana sosialisasi kepada masyarakat, juga mendukung keterbukaan informasi
publik. JDIH dapat diakses melalui berbagai perangkat telepon selular agar mendekatkan
sekaligus menyosialisasikan Perbawaslu kepada masyarakat luas. JDIH merupakan
sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan
terbentuknya JDIH Bawaslu yang terintegrasi diharapkan dapat mempermudah pencarian
dan penelusuran peraturan atau keputusan pimpinan Bawaslu, serta produk hukum
Bawaslu lainnya.

Tujuan pengelolaan JDIH berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2020 adalah
menjamin terciptanya pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu
dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan mudah, mengembangkan kerjasama
yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama
anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen hukum dan informasi hukum
di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan meningkatkan kualitas
pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud
ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab.

Dalam rangka upaya peningkatan optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Riau guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan
informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah,
Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dokumen hukum
dan informasi hukum kepada internal Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Untuk peningkatan pengelolaan JDIH, Bawaslu Riau sudah menetapkan
staf sekretariat sebagai operator untuk menyiapkan dokumen hukum dalam bentuk pdf
yang akan dikelola melalui sistem JDIH Bawaslu.

Bawaslu Provinsi Riau di Tahun 2021 telah mengupload 19 Produk hukum yang

sudah terverifikasi, diantaranya produk hukum berupa surat keputusan dan surat instruksi.
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PRODUK HUKUM BAWASLU PROVINSI RIAU

5

(J

Penguatan Kapasitas hukum secara bertahap terlaksana dengan baik dalam

mengelola JDIH Bawaslu Provinsi Riau, bukan hanya tingkat Provinsi saja, pada tingkat
Kabupaten/Kota juga secara bertahap mulai meningkatkan pengelolaan Dokumen hukum
dan informasi hukum, hanya saja belum maksimal, dan untuk kedepannya, diupayakan
peningkatan optimalisasi pengelolaan JDIH baik di Bawaslu Provinsi Riau maupun
Bawaslu Kabupaten/Kota guna terwujudnya tujuan pengelolaan JDIH berdasarkan
perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020. Berikut hasil rekapitulasi upload produk hukum Bawaslu

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

- Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

10
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4
11
, AR 01N .
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Pelala . Bengka Rokan Pekanb Indragi Indragi Kampa n Rokan | Kep.M .
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i
= Jumlah Dokumen 10 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
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1. Kajian Hukum

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh
masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam
hubungannya dengan sesamanya, serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri.
Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda- beda. Aturan atau
hukum yang ada perlulah dikaji dan ditelaah kembali, termasuk didalamnya kajian atas
aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam bukunya Ahmad
Ali yang berjudul Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian
terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

a. Kajian Normatif

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang

boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan

salah. Antara lain: llmu Hukum Pidana dan limu Hukum Tata Negara Positif.
b. Kajian Filosofis

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum,

mengkaji Law in ideas.
c. Kajian Empiris

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social,

kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan

psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau das sein (apa
kenyataanya).

Seperti dikutip dari “Restatement kumpulan kajian hukum pemilu” Bawaslu yang
menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan
modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup
signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya
dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS
terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masing-masing sesuai
dengan tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi
perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan

kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.
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Dalam rangka membangun konsep Bawaslu Rl hingga sampai pada jenjang

dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat
dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan
analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik
politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan
penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan
dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan
analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun
Perbawaslu guna menghadapi persiapan pemili tahun 2024 dan hal ini selalu dilakukan
dalam internal Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. sebagai upaya
perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar
terselenggaranya Pemilihan Umum yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Di tahun 2021 guna merefleksi pelaksanaan Pemilu di tahun 2019, Bawaslu Provinsi
Riau mengadakan Kajian yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dengan tema
Rapat Diseminasi Perundang-undangan tentang potret penerapan hukum Pemilu dan
Pemilihan Tahun 2024 serta upaya strategis dalam menghadapi tantangan
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor
Bawaslu Provinsi Riau, Rabu 13 Oktober 2021. Rapat dibuka langsung oleh Anggota
Bawaslu Republik Indonesia Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Fritz
Edwar Siregar melalui Video Conference. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi
Hukum, Humas dan Data Informasi dari 12 (Dua belas) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau
dan Organisasi Masyarakat diantaranya LAM Riau, Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Riau, PGRI Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR),
Penggawa Melayu Riau dan Ormas lainnya.
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2. Sosialisasi Produk Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan
bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam hukum dikenal dengan berbagai macam
asas hukum yang salah satunya adalah fiksi hukum. Fiksi hukum adalah sebuah asas
yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tau akan keberadaan suatu hukum
yang biasa dikenal dengan istilah presumptio iures de iure. Anggapan itu tentu dirasa
kurang adil karena secara nalar, bagaimana mungkin setiap orang mengetahui suatu
hukum dan muatannya yang diimplementasikan kedalam peraturan perundang-
undangan. Bahkan sarjana hukum sekali pun belum tentu tau kehadiran suatu peraturan
perundang-undangan dan muatan hukum didalamnya, terlebih apabila peraturan
perundang-undangan tersebut baru diumumkan.

Namun, fiksi hukum ini harus tetap diterapkan. Sebab, apabila tidak diterapkan maka

k)
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akan menyulitkan penegakan hukum dan menurunkan wibawa hukum. Oleh karena hal

tersebut, maka dibutuhkan suatu elemen penting untuk dilakukan agar setiap orang
dapat mengetahui hukum. Elemen penting tersebut adalah sosialisasi hukum. Dengan
sosialisasi hukum setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan muatan didalamnya. Sosialisasi hukum adalah suatu proses belajar-
mengajar atau penanaman nilai hukum dan aturan hukum di masyarakat yang
disampaikan oleh satu orang ke orang lainnya atau dari satu pihak ke pihak lainnya.
Sosialisasi hukum juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran atau penyuluhan
hukum. Melalui proses sosialisasi hukum maka seseorang atau suatu pihak dapat
memahami hukum yang dituang kedalam peraturan perundang-undangan beserta
muatannya.

Sosialisasi hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga
tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak
dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang
sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari
proses kegiatan sosialisasi hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai
hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik sosialisasi hukum yang
bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai
hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.
Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki
hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum
tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Riau pada Bagian
Hukum dapat melakukan sosialisasi hukum berupa penyuluhan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.
Berdasarkan hal tersebut, Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Riau melakukan sosialisasi
hukum kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut akan disampaikan pelaksanaan
sosialisasi hukum dan kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum Bawaslu
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Provinsi Riau.

Rapat monitoring dan evaluasi penerapan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018
Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu bersama Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Riau. Kegiatan ini mengundang 2 (dua) narasumber vyaitu
Tantowi Jauhari, S.H., M.H yang merupakan Hakim ad-hoc Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, dan Narasumber kedua Witra Evelyn Maduma Sinaga, S.H., M.H yang
merupakan SubKoor Advokasi dan Dokumentasi Hukum. Kegiatan dilaksanakan di
Aula Bawaslu Riau, JI. Adi Sucipto No. 284, Komplek Transito, Pekanbaru, dengan
mematuhi prokes yang ketat kepada peserta dan panitia. Kegiatan berakhir pukul
16.10 WIB.
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BAGIAN V
CAPAIAN DATA DAN INFORMASI

PENGELOLAAN PPID BAWASLU PROVINSI RIAU

Dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data informasi, Bagian Humas
dan Data Informasi Bawaslu Provinsi riau, yang merupakan satu bagian dengan bidang
hukum, melakukan pengelolaan data dan informasi yang pelayanannya bersifat internal,
sedangkan untuk pelayanan yang bersifat eksternal, pengelolaan data informasi dilakukan

oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).

Hubungan antara pelayanan internal dan eksternal ini sangat erat, karena bidang kehumasan
dan data informasi berperan aktif untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan divisi lain
seperti, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan
Antar Lembaga, Divisi Penindakan Pelanggaran, dan Divisi Sengketa, untuk melakukan
inventarisasi, pengumpulan data, dan pengarsipan data informasi, sedangkan PPID berperan
untuk mengolah, melakukan klasifikasi terhadap data dan informasi menjadi 4 (empat) jenis

informasi publik serta melakukan pelayanan informasi kepada publik.
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Skema Hubungan Kerja Bidang Data Informasi dan PPID Bawaslu Provinsi Riau
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Selama tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Riau menerima 4 permohonan informasi

dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Jumlah Permohonan Informasi PPID Bawaslu
Provinsi Riau Per Bulan Tahun 2021

2,5
2
2
1,5
1 1
1
0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
&
@\3\ @5@“\ @\;3 ?g@\/ ® \0%\ N \)/\\5" & /\o%‘& &‘& &‘&
Na & & & ¢ & &
« e & 9) éo 0‘9
NO JENIS INFORMASI JUMLAH PERMOHONAN PERSENTASE (%)
1 SERTA MERTA 0 0%
2 BERKALA 0 0%
3 TERSEDIA SETIAP SAAT 4 100%
4 DIKECUALIKAN 0 0%
TOTAL 4 100%

Tabel Jenis dan Jumlah Informasi Yang diajukan Kepada PPID Bawaslu Provinsi Riau

Sumber : Registrasi Permohonan Informasi Publik Status Permohonan Informasi PPID Bawaslu Riau

Dari 4 (empat) Permohonan Informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Riau
semuanya merupakan jenis informasi tersedia setiap saat, Sebagian besar pemohon informasi
dan data kepada PPID Bawaslu Provinsi Riau merupakan mahasiswa yang sedang

melengkapi data-data untuk kebutuhan penulisan tugas akhir, baik itu Skripsi maupun Thesis.
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Jenis-jenis data yang dimintai oleh pemohon sebagian besar merupakan data tentang
kelembagaan dan kepemiluan, seperti informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu dan
putusan pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019. Ada juga beberapa data tentang
kelembagaan bawaslu, selain dari permohonan data, pemohon juga mengajukan wawancara
kepada Anggota Bawaslu Provinsi Riau melalui PPID Bawaslu Provinsi Riau.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021
PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Riau

PROVINSI RIAU

PELALAWAN
ROKAN HILIR
BENGKALIS
DUMAI

SIAK
PEKANBARU
KAMPAR
ROKAN HULU
KUANTAN SINGINGI
INDRAGIRI HULU
INDRAGIRI HILIR
KEP. MERANTI
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KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Visitasi oleh Komisi
Informasi Provinsi Riau pada tanggal 21 Oktober 2021, kegiatan ini dilakukan di
Aula Bawaslu Provinsi Riau, di ikuti oleh seluruh tim Keterbukaan Informasi Publik
Bawaslu Provinsi Riau dan pimpinan Komisi Informasi Publik Provinsi Riau.
Sekaligus visitasi Komisi Informasi Provinsi Riau di PPID Bawaslu Provinsi Riau.
Pada kegiatan ini Bawaslu Provinsi Riau menunjukkan inovasi system barcode
yang telah diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

2. Rapat Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau Tahun
2021 pada tanggal 23 Desember 2021, kegiatan ini merupakan rapat internal tim
Keterbukaan Informasi Publik bawaslu Provinsi Riau dengan Pimpinan Bawaslu

Provinsi Riau, dimana kegiatan ini merupakan Rapat Evaluasi pengelolaan Data
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dan Informasi di Bawaslu Provinsi Riau selama Tahun 2021, sekaligus menyusun -

rencana kegiatan untuk tahun 2022. s
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SISTEM INFORMASI

Home profil Regulas nformasi Publik Standar Layanan Layanan informas! Agenda PPID FAQ

L

site PPIL

L
| Bawaslu Pro

Need Help? Chat with us

Gambar Beranda website PPID Bawaslu Provinsi Riau

Dengan mengakses website PPID Bawaslu Provinsi Riau https://ppid.riau.bawaslu.qgo.id/

masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib
tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 UU Keterbukaan Informasi
Publik.

Selain website, PPID Bawaslu Provinsi Riau juga mengelola beberapa media sosial dalam

penyampaian informasi, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok.

NO MEDIA SOSIAL AKUN POSTINGAN PENGIKUT
1 Instagram ppidbawasluriau 51 155
2  Twitter @ppidbawasluriau 19 6
3 Facebook PPID Bawaslu Riau 20 39
4  Tiktok ppidbawasluriau 3 13
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https://ppid.riau.bawaslu.go.id/
https://www.facebook.com/BawasluProvinsiRiau
https://www.facebook.com/BawasluProvinsiRiau

INOVASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Selain pengelolaan media sosial, PPID Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2021 telah
melakukan inovasi dalam memberikan informasi kepada publik, yaitu dengan menggunakan
barcode system, barcode system merupakan suatu inovasi yang memudahkan untuk
masyarakat mendapatkan informasi, di zaman yang semakin modern ini setiap orang telah
memiliki perangkat smartphone. Dimana dengan menggunakan barcode yang telah
terhubung kepada link, masyarakat tinggal scan kemudian akan masuk ke laman yang telah

disediakan.

------------

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Provinsi Riau

Tahun 2021

4Jw . /‘larwm'uyu

Dalam rangka’men imalkan dan memudahkan
pelayanan di Bawaslu Provinsi Riau

* g <

GOL

Bawaslu Provinsi Riau memberikan informasi

secara online terkait Penyelesalan Sengketa Proses
dan Informasi Bantuan Hukum

Kuyy kunjungl website rioubawaski go id
atau scan QR Qode dibawah ini yaa ¢
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PPID Bawaslu Provinsi Riau telah terintegrasi dengan PPID Bawaslu Republik Indonesia (e-
PPID), dimana hal ini untuk lebih mempermudah dalam pengelolaan permohonan data dan
informasi di lingkungan Bawaslu.

€ > C

- ppnd.nau.bawaslu.go.ld permohonan-informasi-oniine,
7]
‘ ‘B AWASLU

Home Profil Regulasi informasi Publik Standar Layanan

#tnclinnid nan hawadi nn id/narmahanan-infrrmac-nnfine.

Agenda PPID FAQ

Status Permohonan

Informasi

Pengajuan Keberatan

Survey Kepuasan Pemohon

Informasi

Need Heip? Chat with us @

<« 2 C

Gambar Laman Layanan Informasi di Web PPID Bawaslu Provinsi Riau

W spd.bawaslu.go.id/ui/#!/form/2/14

Selamat Datang
Layanan e-PPID Terintegrasi
Bawaslu Provinsi Riau

Klik Tombol Formulir dibawah untuk melakukan permohonan online

‘ Formulir H Berlangganan ‘ Website Kami

B & w

L

Gambar Laman Permohonan Online di Web e-PPID Bawaslu Provinsi Riau
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€ 2 C  # spdbawaslu.go.id/ui/#!/keberatan/2/14 WE a9

N BAWASLU

Selamat Datang
Layanan e-PPID Terintegrasi
Bawaslu Provinsi Riau

Klik Tombol Formulir dibawah untuk melakukan Pengajuan Keberatan

Formulir Berlangganan Website Kami

Gambar Laman Pengajuan Keberatan di Web e-PPID Bawaslu Provinsi Riau

€ 2 (& # spdbawaslu.go.id/ul/#/cek/2/14 o E o ¢ :

§ PBAWASLU

Selamat Datang
Layanan e-PPID Terintegrasi
Bawaslu Provinsi Riau

Klik Tombol Formulir dibawah untuk melakukan pengecekan status permohonan

‘ Formulir Berlangganan

Gambar Laman Pengecekan Status Permohonan Web e-PPID Bawaslu Provinsi Riau
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€ > € | @ spdbawaslu.go.id/ui/#/surey/2/14

BAWASLU

Selamat Datang
Layanan e-PPID Terintegrasi

Bawaslu Provinsi Riau

Klik Tombol Formulir dibawah untuk melakukan survey layanan PPID

[ [ e

Gambar Laman Survey Layanan PPID di Web e-PPID Bawaslu Provinsi Riau

Untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan e-PPID Bawaslu yang telah

terintegrasi kami menggunakan Barcode System dalam memberikan pelayanan, dimana

Barcode System yang telah di tautkan kepada link e-PPID Bawaslu telah dipublikasi di media

sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Riau.

PERMOHONAN INFORMASI

PHPH

............

INFORMASI

CEK PERMOHONAN

formolir
PENGAJUAN KEBERATAN
INFORMASI :
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PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI
BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN 2021

}1

ﬁj,&m.s.}u
BAWASLU PROVINSI RIAU RAIH
=y

Wg | UARA | LEMBAGA INFORMATIF

EGORI INSTANSI VERTIKAL PROVINSI RIAU

Hotel Premier Pekanbaru, Senin, 29 November 2021
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Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Riau
‘l‘ AWASLU mendap_atkan 2 (dua) penghargaan dalam
"""""" kategori Keterbukaan Informasi, yaitu :

1. Juara | Lembaga Informatif Kategori Instansi
RAIH psﬂﬁ."ns‘ﬁ%'imy{mm‘#ummp Vertikal Provinsi Riau Tahun 2021 yang
diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau;
‘ 2. Bawaslu Provinsi Riau Raih sebagai Lembaga
o {E Informatif dalam Anugerah Keterbukaan
ANUGFRAH S Informasi Bawaslu se-Indonesia oleh Bawaslu
Republik Indonesia.
Dua penghargaan ini merupakan peningkatan
keterbukaan informasi yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi Riau, karena pada tahun 2020
Bawaslu Provinsi Riau hanya meraih sebagai
Lembaga Menuju Informatif, sedangkan pada
BAWASLU SE-INDONESIA TAHUN 2021 tahun 2021 Bawaslu Provinsi Riau menjadi
Lembaga Informatif
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BAGIAN VI

RENCANA KERJA

DIVISI HUKUM HUMAS DAN DATIN BAWASLU
PROVINSI RIAU TAHUN 2022

TIMELINE KEGIATAN DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN 2022

T PELARSANAAN KEGIATAN ]

No| URALAN KEGIATAN ssnuar | FesRuas | [T | AFRIL | MEL | Ul | JuL AGUSTUS. SEFTEMEBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

NN (T PN NN TN TN T C TN T N U TN T N T TN P
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BAGIAN VII

REKOMENDASI
Seperti yang telah dijelaskan diatas, perlu kiranya disampaikan rekomendasi dan

saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum, Hubungan o

Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Riau. Hal ini dilakukan guna

memperbaiki sistem dan prosedur untuk menciptakan tujuan, lingkungan dan

hubungan kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Berikut akan

disampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum,

Hubungan Masyarakat dan Data Informas Bawaslu Provinsi Riau :

1. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan
oleh Bawaslu RI terutama pada divisi hukum, humas dan data informasi, agar
tugas dan fungsi divisi lebih berjalan dengan baik;

2. Diharapkan kedepan lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kinerja divisi
hukum, humas dan data informasi terutama dalam bidang sosialisasi, advokasi
bantuan hukum dan kajian-kajian hukum;

3. Diharapkan kedepan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terbagi dengan jelas sesuai dengan
koridornya masing-masing;

4. Diharapkan kedepannya tugas dan fungsi kehumasan bisa lebih diperjelas didalam
regulasi.

5. Diharapkan kedepannya dalam penyusunan kebutuhan sumber daya manusia
(Manajemen ASN) perlu untuk memasukkan jabatan ilmu komunikasi yang mampu
membidangi kehumasan secara maksimal,

6. Dalam pengelolaan data dan informasi, diharapkan kedepannya Pusat Data dan
Informasi lebih sering mengadakan kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan
fungsi dan tugas dalam mengelola data dan informasi di tingkat Bawaslu Provinsi.
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